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ABSTRAK

Nama : Faizin Hamzah
NIM 22012110032
Judul : Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah
Kota Pekalongan

Keinginan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan
syariah  Islam  mengakibatkan lembaga keuangan syariah mengalami
perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut, terkadang tidak diimbangi
dengan aplikasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.
Sehingga anggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga
keuangan konvensional terus bermunculan. Dewan Pengawas Syariah sebagai
badan internal yang mengawasi jalannya penerapan nilai syariah dalam lembaga
keuangan syariah menempati posisi yang sangat penting karena DPS merupakan
salah satu faktor utama yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah
dengan lembaga keuangan konvensional. Namun masih banyak lembaga
keuangan syariah yang belum mengoptimalkan peranan Dewan Pengawas
Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melihat pentingnya
pengawasan kepatuhan syariah yang harus dilakukan oleh DPS terhadap lembaga
keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme
pengawasan kepatuhan dan pengaruhnya terhadap kegiatan operasional lembaga
keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data pada
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
wawancara dengan pengawas BMT Citra Keuangan Syariah yang berkaitan
dengan pembahasan masalah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi
berupa buku-buku, karya ilmiah, internet,dan sumber-sumber lain yang relevan
dengan pembahasan masalah pada penelitian ini. Metode pengumpulan data
dengan wawancara mendalam dan dokumentasi diperoleh dari BMT Citra
Keuangan Syariah.

Dari penelitian yang digunakan didapatkan bahwa di dalam BMT Citra
Keuangan Syariah terdapat sebuah badan yang disebut pengawas yang perannya
sama dengan DPS pada lembaga keuangan syariah pada umumnya. Selain sebagai
tempat untuk berkonsultasi tentang kegiatan maupun operasional BMT, pengawas
juga melakukan pengawasan kepatuhan syariah dan memberikan masukan serta
saran terhadap pengelola BMT Citra Keuangan Syariah.

Kata kunci : Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan
Mikro Syariah.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya didirikan dengan tujuan
mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan
ekonomi di masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan syariah memiliki
struktur yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, akan tetapi
antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional
tetap memiliki perbedaan yang terletak pada konsep bagi hasil yang
diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan konsep bunga pada lembaga
keuangan konvensional.

Ada beberapa contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia yakni
bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah (sukuk), dan lain-lain.
Selain bank syariah, saat ini banyak juga bermunculan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, koperasi
berbasis syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Lembaga keuangan
syariah memiliki keistimewaan yaitu terletak pada konsep profit and loss
sharring, yaitu dimana lembaga keuangan syariah berorientasi pada
kebersamaan dalam meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan

kerugian baik yang diberlakukan kepada mudharib maupun kepada




peminjam dalam kegiatan operasionalnya.'! Konsep ini bertujuan
menigkatkan nilai-nilai keadilan dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Apalagi keinginan masyarakat untuk kaffah dalam menjalankan
aktivitas dan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam sangat
besar sehingga dalam sistem dan praktik ekonomi syariah diharapkan selalu
berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah secara kuantitas
mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Namun, perkembangan
kuantitas yang besar itu juga menuntut penerapan manajemen operasional
yang profesional agar penerapan nilai syariah dapat dilakukan secara
optimal.

Bairul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk dari
LKMS yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, baitul maal (rumah
harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Kedua, baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.?

Baitul Maal Wattamwil atau yang biasa dikenal dengan BMT

merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara

! Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24.

> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009), hal. 447.
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nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan
nyaris miskin (poor and near ]_700/').3 Badan hukum yang masih berupa
koperasi membuat BMT dapat mengembangkan usahanya tidak hanya di
bidang simpan pinjam atau bidang finansial saja, tetapi bisa masuk pada
bidang peningkatan produksi dengan pemanfaatan teknologi maju dan baru,
pemasaran hasil produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-
lain.”

Penegasan tentang keharusan untuk patuh kepada prinsip-prinsip
syariah baik dalam produk maupun operasional kegiatan sehari-hari
membuat BMT harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan
adanya DPS ini adalah untuk mengawasi kesyariahan dari setiap aktivitas
LKS. Berbeda dengan bank syariah, konteks DPS pada BMT memiliki
keunikan yang menurut peneliti menarik untuk diteliti. Keunikan ini terletak
pada DPS yang independen, karena anggota DPS berasal dari kiai atau
ulama yang mehguasai bidang figh mu’amalah. Dengan demikian, peran
DPS dalam suatu BMT sangat penting guna mengawasi jalannya operasional
agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Dalam strukur organisasi Baitul Maal Wattamwil DPS berada satu
tingkat dengan manajer. DPS mempunyai kewenangan dan kemudahan
dalam memberikan pengarahan dan pengawasan baik dalam setiap aplikasi

produk maupun operasional di BMT tersebut. Peranan DPS yang sangat

’ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), hal. 83.

% Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro, (Malang: UIN Malang Press,
2009), hal. 64. :




penting tersebut tentunya menuntut setiap anggota DPS untuk bisa memiliki
kompetensi di bidang figh mu’amalah dan juga paham akan dasar-dasar
ilmu ekonomi dan keuangan schingga peranan DPS terhadap kegiatan
operasional BMT dapat efektif dan efisien.

BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan sebagai Lembaga
Keuangan Mikro Syariah yang berlokasi di JI. Kurinci No. 15 Bendan Kota
Pekalongan merupakan unit usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah
dalam operasionalnya. BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan juga
memiliki badan independen yang melakukan pengawasan secara internal
yang mengawasi operasional baik manajemen maupun implementasi
penggunaan akad dalam produk serta melakukan pembinaan kepada
karyawan.’

Namun, saat ini masih banyak lembaga keuangan syariah khususnya
BMT yang belum mengoptimalkan peranan Dewan Pengawas Syariah di
lembaganya. Lemahnya kontrol dan pengawasan yang kurang maksimal
yang dilakukan DPS kadang mengakibatkan penerapan nilai-nilai dan
prinsip syariah pada BMT tidak optimal. DPS yang sejatinya adalah badan
yang berfungsi mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
Justru masih banyak DPS di beberapa BMT yang tidak secara optimal
menjalankan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan syariah lembaga

tersebut juga masih lemah. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan otoritas

> Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Kepala BMT Citra Keuangan Syariah,
wawancara pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.




terkait juga belum secara jelas menjelaskan kerangka kepatuhan syariah bagi
lembaga keuangan syariah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti
bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional
BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan ke dalam Tugas Akhir (TA)
dengan  judul penelitian : “MEKANISME PENGAWASAN
KEPATUHAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL BAITUL MAAL
WATTAMWIL (BMT) CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA

PEKALONGAN”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi
rumusan masalah penelitian yang ingin dikaji dalam Tugas Akhir ini yakni:
1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan syariah di BMT Citra
Keuangan Syariah Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan yang dilakukan dalam operasional

BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang
ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dan




pengaruhnya dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota
Pekalongan.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian/penulisan Tugas Akhir ini
adalah sebagai berikut.
a. Secara Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber masukan
dalam rangka pengembangan dan evaluasi pengawasan
kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan
Syariah Kota Pekalongan kepada stakeholders atau masyarakat.
2) Memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar
ahli madya (A.md) Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
b. Secara Teoritis
Untuk mengembangkan keilmuan lembaga keuangan mikro
syariah, khususnya tentang mekanisme pengawasan kepatuhan

syariah dan pengaruhnya pada operasional BMT.

Penegasan Istilah
Dalam rangka memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya
kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud judul, maka perlu adanya

penegasan istilah.




Adapun istilah yang perlu ditegaskan ialah sebagai berikut.
Mekanisme

Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb).®
Pengawasan

Suatu usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan
yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah
sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.’

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah serangkaian tindakan atau langkah-
langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai dengan
prinsip syariat Islam.?

Kegiatan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS),
yaitu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah
tersebut.” Namun pada penclitian ini, DPS yang dimaksud bukan

seperti DPS yang ada di bank syariah. DPS dalam penelitian ini adalah

® Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi

Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), hal. 895.

” Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1986), hal. 19.
® http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi 130211.htm

° Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem

Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 541.




sebuah badan independen yang terdiri dari ulama dan diangkat oleh
Rapat Anggota Tahunan.'’
4. Operasional
Operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan
tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.''
Dalam menafsirkan judul penelitian ini sesuai yang telah dijabarkan
di atas, bahwa judul “Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam
Operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan”, dapat
ditafsirkan sebagai sebuah penelitian untuk mengetahui mekanisme

pengawasan operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam sebuah
penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi
penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam pembahasan ini, penulis
menjadikan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dalam membuat
penelitian ini. Sumber-sumber tesebut adalah sebagai berikut.

Menurut Yusuf Suhendi dalam penelitiannya yang berjudul “Peran
dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta” dapat disimpulkan

bahwa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS di

' Amirudin, Pimpinan BMT Citra Keuangan Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7

Mei 2013.

i Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., hal.984.




Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Bahkan hanya sebagian kecil
yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Komunikasi
yang dibangun antara BPRS dengan DPSnya sampai saat sekarang ini masih
sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran bahwa DPS adalah bagian
terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum
sepenuhnya juga disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan DPS dalam
kegiatan Bank sehari-hari tidak bisa dilakukan, bahkan kedatangan DPS
terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang
dilakukan."

Dalam penelitian Rinda Asytuti, yang berjudul “Implementasi
Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota
Pekalongan” dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah
di Pekalongan masih lemah. Hal ini terbukti dengan jadwal dan laporan
kinerja DPS yang tidak jelas."

Penelitian berjudul “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS)” yang
dilakukan oleh Muhamad Nurdiansyah di BMT Mitra Umat Pekalongan
menyimpulkan bahwa DPS dalam lembaga keuangan yang bertugas

mengamati dan mengawasi operasional LKMS dan semua produk-produk

"2 Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2011).

B Rinda Asytuti, “Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Kota Pekalongan”, (Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAIN) Pekalongan, 2008).




agar sesuai dengan ketentuan syariah menempati posisi yang sangat penting.
Akan tetapi, peran dan fungsi DPS terkadang belum maksimal dikarenakan
kurang aktifnya dari anggota DPS itu sendiri dalam melakukan pengawasan
dan lebih banyak memposisikan sebagai mitra konsultasi saja dari
manajemen/pengelola.'*

Dari uraian tersebut, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian
sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang akan
dilakukan, yaitu terletak pada mekanisme pengawasan kepatuhan syariah
dan pengaruhnya dalam operasional BMT Citré Keuangan Syariah Kota

Pekalongan.

F. Kefangké Teori

Umat Islam dalam usaha mengembangkan ekonomi, telah
diperintahkan oleh Allah agar berusaha atau berikhtiar sekuat tenaga dan

__ semaksimal mungkih dengan mengerahkan segala fasilitas dan potensi yang
ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup
menjadi lebih layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya
berkecukupan. Hal ini karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang

atau suatu kaum tanpa adanya upaya orang atau kaum tersebut untuk
merubah nasib mereka sendiri, sebagaimana diﬁrmapkan Allah SWT dalam

Al Qur’an sebagai berikut.

"* Muhamad Nurdiansyah, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam
Pandangan Pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS): Studi di UJKS BMT Mitra Umat
Pekalongan”, (Pekalongan, Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Pekalongan, 2011). :
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“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum,
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan
apabila Allah menghendaki keburukan (malapeteka) terhadap sesuatu kaum,
maka tidak akan ada yang dapat merubahnya dan sekali-kali tidak ada
perlindungan bagi mereka selain Dia (Allah).” (Q.S Ar Ra’du ayat 11).
Suksesnya sebuah kegiatan ekonomi atau usaha ditentukan oleh
banyak faktor, diantaranya faktor manajemen, pemasaran, hukum,
pembinaan, dan pengawasan. Pembina%m dan pengawasan ini juga penting
dilakukan terhadap industri perbankan, termasuk perbankan syariah.
Berdasarkan pada ketentuan pasal 50 UU Perbankan Syariah disebutkan
bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh
Bank Indonesia."
Pada dasarnya tujuan inti dari pengawasan yang dilakukan kepada
bank adalah untuk melindungi kepercayaan masyarakat penyimpan yang

mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran

> M. Umer Chapra dan Tariquilah Khan, Regulasi & Pengawasan Bank Syariah,
(Jakarta Bumi Aksara, 2008), hal. 105.
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kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara
pembayaran yang telah dijanjikan.'®

Prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada
dasarnya meliputi 6 jalur, yaitu sebagai berikut."”
1. Pengaturan (regulasi)

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank
meliputi pengaturan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian
suatu bank termasuk jaringan kantornya, pengaturan terkait usaha bank,
dan pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas
pengawasan bank.

2. Pengawasan tidak langsung (Off-site Supervision)

Otoritas pengawasan bank mengawasi kondisi bank secara
individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai
laporan yang disampaikan oleh perbankan dengan tujuan apakah
peraturan/ ketentuan yang ditetapkan telah dipatuhi dan dilaksanakan
dengan baik atau tidak.

3. Pengawasan langsung/ pemeriksaan (On-site Supervision)

Otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara
langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank
sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang

disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

18 Permadi Gandapradja, Dasar dan Pengawasan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2004), hal. 1.

7 1bid., hal. 8.
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4. Kontak dan komunikasi teratur dengan bank
Otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur
pemikiran dan komitmen manajemen bank dan juga berusaha untuk
meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan
ketentuan yang ditetapkan maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan
prinsip usaha bank.
5. Tindak remedial/ penerapan sanksi
Otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan
mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank
dan setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan bank
dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lainnya
Otoritas pengawasan bank menjalin kerja sama dan saling
bertukar informasi baik mengenai permasalahan yang dihadapi
perbankan maupun mengenai strategi, kebijakan, dan teknik
pengawasan bank yang efektif.

Pada tingkat legitimasi, telah disahkan RUU Perbankan Syariah dan
telah diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang menjadi landasan
dikeluarkannya regulasi dan pengawasan perbankan syariah ini yaitu sebagai

berikut.'®

hal. 2.

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
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1. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia
berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi
ckonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai
keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai
dengan prinsip syariah.

2. Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan
syariah yang semakin meningkat.

3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan
perbankan konvensional.

Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral
dalam hal ini Bank Indonesia, pihak bank syariah juga melakukan
pengawasan secara internal dengan membentuk suatu badan independen
yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki
pengetahuan umum di bidang perbankan yang bertujuan menjaga kegiatan
usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai
syariah."

Sistem pengawasan juga diberlakukan pada Baitul Maal Wattamwil,
melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada
Pasal 30 mengenai pembinaan pemerintah melibatkan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) untuk turut mengawasi perjalanan koperasi syariah. Selain

itu, adanya Dewan Pengawas Syariah pada BMT atau KJKS juga diperkuat

¥ Gemala Dewi, Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia,
(Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.70.
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oleh Peraturan Menteri Nomor : 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang
Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi.

Pada Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas
Syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi adalah dewan yang dipilih oleh
koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan
beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi
dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan
berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang
dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Pengawasan pemerintah lebih kepada teknis kinerja koperasi syariah
di lapangan seperti pertumbuhan, kesehatan, pemberian bantuan, baik
berupa keuangan atau jasa kepada pengelola koperasi syariah. Sedangkan
peran DPS dititikberatkan kepada aplikasi prinsip syariah yang dijalankan
oleh pengelola. Acuan yang digunakan DPS adalah fatwa-fatwa transaksi
syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat.’

Pengawasan diperlukan agar pengelolaan BMT dapat secara teratur
dan tertib menyiapkan laporan antara laporan tertulis dengan kegiatan yang
terlaksana di BMT. Pengawasan secara internal ini secara intensif dan
berkala harus dilaksanakan kepada pengurus yang telah mendapatkan

amanah dari anggota untuk mengawasi pengelolaan BMT.?!

X Euis Amalia, Op.cit., hal, 258.

! Baihagi Abdul Madjid, Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT,
(Jakarta: LAZNAS BMT, 2007), Hal. 56
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G. Metodologi Penelitian

| 8

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan
dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yaitu dengan cara
mencatat dan mengumpulkan berbagai data informasi yang ditemukan
di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh
dari pustaka. Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan memberikan
suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan
antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.?
Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh
langsung dari sumber yang diamati, yang didapat dari lapangan.
Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengawas BMT Citra
Keuangan Syariah tentang masalah yang hendak dibahas dalam

penelitian yaitu terkait dengan mekanisme pengawasan kepatuhan

*? Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 5.
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syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota
Pekalongan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain,
seperti fatwa-fatwa dari DSN MUI yang berhubungan dengan
kepatuhan syariah, DPS, standar operasional prosedur (SOP) DPS
di BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan maupun data-
data terkait. Data sekunder biasanya berwujud kata—kéta.
3. Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan judul yang penulis kemukakan tersebut diperoleh
data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai
berikut.
a. Metode Observasi
Metode observasi merupakan metode suatu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik
secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan menggunakan
pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari
dekat.”® Dalam teknik observasi ini, peneliti mengamati hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengamati tentang

mekanisme pengawasan operasional BMT Citra Keuangan Syariah

3 Ibid., him.72.
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Kota Pekalongan, terutama pengawasan yang dilakukan oleh pengawas
di BMT tersebut.
b. Metode Inferview
Metode interview adalah suatu metode penelitian yang
digunakan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber dengan jalan
tanya jawab atau interview juga diartikan sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
wawancara.”* Dalam teknik ini, peneliti bertanya langsung kepada
pengawas BMT Citra Kevangan Syariah Kota Pekalongan dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan
untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal ini peneliti melakukan
interview langsung dengan pimpinan BMT Citra Keuangan Syariah,
DPS, dan berbagai pihak terkait dengan masalah penelitian.
¢. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan
buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-
lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam
hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang

terkait dengan pengawasan kepatuhan syariah.

** Muhamad Ali, Strategi Penilaian, Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1992), hal.141.
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d. Metode Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Dalam
menganalisis data yang telah didapat, penulis menggunakan metode
analisis data kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian
diuraikan dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.
1) Metode Analitik
Metode analitik yaitu cara berpikir cara ini bertolak dari
dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum berupa teori-teori,
hukum-hukum, atau prinsip-prinsip dalam profesi yang berlaku
secara umum pula.”’ Dasar itu digunakan untuk memikirkan dan
menarik kesimpulan mengenai suatu yang bersifat khusus, yaitu
mekanisme pengawasan di BMT Citra Keuangan Syariah Kota
Pekalongan. Dalam kesimpulan ini penulis mengambil dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lembaga
keuangan yang berhubungan dengan rumusan masalah di atas.
2) Metode Deskriptif
Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan subjek atau penelitian (seseorang, lembaga,
masyarakat dan lain-lain). Dalam penelitian ini penulis berusaha

untuk memaparkan terhadap rumusan masalah tentang mekanisme

* Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1998), him.17
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pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra

Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang hendak penulis ketengahkan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah
Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: berisi Landasan Teori, tentang segala sesuatu yang
mendasari pembahasan objek yang diteliti yaitu tentang Lembaga Keuangan
Mikro Syariah dan prinsip operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT),
kepatuhan syariah, pengertian DPS, fungsi DPS, peran dan wewenang
Dewan Pengawas Syariah pada BMT, serta membahas tentang pengertian
tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional.

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan yang dijabarkan dalam
sejarah berdirinya BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, Visi dan
Misi BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, struktur pengurus
BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, produk dan jasa BMT Citra
Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan meliputi mekanisme pengawasan
kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota

Pekalongan. Uraian tersebut meliputi peran dan fungsi pengawas pada BMT
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Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan serta pengaruh pengawasan
kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota
Pekalongan.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini

berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan.




BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam BMT Citra Keuangan Syariah tidak ditemukan secara eksplisit
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akan tetapi terdapat sebuah badan yang
memiliki peran yang sama sebagai Dewan Pengawas Syariah. Badan ini
dalam struktur BMT Citra Keuangan Syariah disebut sebagai pengawas
yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Kedudukan pengawas di dalam struktur BMT Citra Keuangan Syariah
terletak di atas pimpinan. Hal ini memungkinkan pengawas memiliki
kewenangan dalam mengawasi setiap kegiatan operasional BMT Citra
Keungan Syariah agar operasional BMT tidak bertentan gan dengan syariah
Islam.

3. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam operasional
BMT Citra Keuangan Syariah meliputi pengawasan kinerja masing-
masing bagian seperti teller, marketing, accounting, manajer, dan lain-lain.
Meneliti dan menilai catatan dan pembukuan. Memberikan saran,
masukan, atau teguran kepada pengurus BMT Citra Keuangan Syariah.

Membuat laporan pengawasan tertulis kepada Rapat Anggota.

61




4. Tugas dan wewenang pengawas di dalam BMT Citra Keuangan Syariah
sangat penting. Selain sebagai tempat untuk sharing terkait operasional
BMT bagi pengelola BMT Citra Keuangan Syariah, pengawas juga
melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam
pengelolaan BMT dan memberikan koreksi, saran, teguran atau peringatan
teguran kepada pengelola BMT. Selain itu, pengawas juga memberikan
rekomendasi bagi pengelola BMT Citra Keuangan Syariah terhadap
kinerja operasional agar kinerja BMT dapat lebih baik dan sesuai dengan
syariah Islam.

5. Selain tugas dan wewenang di atas, pengawas juga mengadakan
pembinaan keagamaan kepada segenap pengelola BMT Citra Keuangan
Syariah. Pembinaan yang dilakukan agar setiap pengelola BMT Citra
Keuangan Syariah dapat mengimplementasikan prinsip syariah dalam

kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam produknya saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran sebagai

berikut.

1. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait tugas dan
fungsi pengawas pada BMT Citra Keuangan Syariah sehingga kinerja
pengawas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Perlu adanya regulasi dari pemerintah atau otoritas yang berhubungan

dengan DPS pada lembaga keuangan mikro syariah atau BMT terkait job
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description Dewan Pengawas Syariah sehingga LKMS maupun BMT
memiliki acuan yang jelas mengenai job description DPS.

3. Mendorong kepada LKMS atau BMT untuk dapat memiliki DPS sesuai
ketentuan yang berlaku sehingga setiap kegiatan operasional LKMS atau

BMT dapat berjalan sesuai syariah Islam.
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